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ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menetapkan kebijakan
melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk merealisasikan keadilan hukum bagi
seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, masih
terdapat hambatan, dimana hambatan ini menjadi perhatian penting untuk
perbaikan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas
Peraturan Bupati ini berdasar pada teori efektivitas hukum serta meninjau
Penyelenggaraan bantuan hukumini dari perspektif maslahah mursalah.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif atau lapangan yang
mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara lapangan. Sifat
penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu data disajikan secara sistematis dan
dianalisis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan Maslahah
Mursalah untuk memecahkan permasalahan penelitian. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang
menggabungkan analisis bahan hukum primer dengan data yang dikumpulkan
secara langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam skripsi
ini, diketahui bahwa (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50
Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum sepenuhnya
efektif jika dilihat dari teori efektivitas hukum. Ada beberapa faktor penyebab
kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diantaranya adalah kurang
sesuainya beberapa aturan dalam peraturan bupati tersebut dengan kebutuhan
dilapangan, pemberi bantuan hukum yang kurang berintegritas dan profesional,
kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi peraturan
bupati, anggaran yang relatif kecil dibanding dengan kebutuhan lapangan, serta
kurangnya sosialisasi yang dilakukan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan
Masyarakat terkait adanya bantuan hukum . (2) Penyelenggaraan bantuan hukum
ini masuk kepada maslahah hajiyah (dari aspek kepentinganya) karena progam
bantuan hukum ini hanyalah menjadi salah satu sarana pembantu untuk Masyarakat
mendapatkan hak-haknya dan mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum,
maslahah dzanniyah (dari aspek kekuatan dalilnya) karena tidak adanya dalil yang
ekplisit menyebut progam ini namun terdapat dalil-dalil pendukung yang mengarah
kepada progam penyelenggaraan bantuan hukum gratis, dan maslahah kulliyat
(aspek cakupanya) karena progam ini bukan hanya berdampak pada masyarakat
penerima bantuan hukum, melainkan juga pada pihak-pihak yang terkait seperti
advokat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Efektif, Maslahah Mursalah,
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ABSTRACT

The Regional Government of Kebumen Regency has established a policy
through Kebumen Regent Regulation Number 50 of 2021 concerning Guidelines for
the Implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 1 of 2021
concerning the Provision of Legal Aid To achieve legal justice for the entire
community, with a particular focus on those who are underprivileged. However,
there are still obstacles, which warrant significant attention for future
improvements. This research aims to assess the effectiveness of this Regent
Regulation based on the theory of legal effectiveness and examine the alignment of
this policy with the concept of Maslahah Mursalah.

This research is a qualitative or field study that gathers data through
literature review and field interviews. The research is descriptive-analytical in
nature, meaning the data is presented systematically and analyzed using the
theoretical frameworks of legal effectiveness and Maslahah Mursalah to address
the research problem. The approach used is a juridical-empirical approach, which
combines analysis of primary legal materials with data collected directly from the
field.

Based on the research findings as presented in this thesis, it is known that
(1) The implementation of Kebumen Regent Regulation Number 50 of 2021
concerning Guidelines for the Implementation of Kebumen Regency Regional
Regulation Number 1 of 2021 concerning the Provision of Legal Aid has not been
fully effective when viewed from the perspective of legal effectiveness theory.
Several factors contribute to the ineffective implementation of this Regent
Regulation. These include: discrepancies between some of the regulation's
provisions and the needs on the field; a lack of integrity and professionalism among
legal aid providers, insufficient community involvement in the formulation and
implementation of the regulation; a relatively small budget compared to field needs;
and inadequate socialization, leading to a lack of public awareness regarding the
availability of legal aid. (2) The implementation of legal aid falls under maslahah
hajiyah (from the aspect of its importance) because this legal aid program is only
an auxiliary means for the community to obtain their rights and receive equal
standing before the law. It is also considered maslahah dzanniyah (from the aspect
of the strength of its evidence) because there is no explicit evidence mentioning this
program, but there are supporting arguments that lead to the program of providing
free legal aid, and maslahah kulliyat (from the aspect of its scope) because this
program not only impacts the assisted community but also related parties such as
advocates.

Keywords : Legal Aid, Effective, Maslahah Mursalah
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MOTTO

oy i g (18
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah, (94): 5)

cudll & i g Lale 0 5 Y
“Jangan kau mengharapkan mendapatkan ilmu, sementara kau enggan

merasakan kesusahan’

-Syeikh Syarafuddin Yahya bin Badruddin Musa bin Ramadhan bin Umairoh Al-
Imrithi-

“Small deeds done are better than great deeds planned”

Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-
rencana besar yang hanya didiskusikan.

-Peter Marshall-

“Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan Menghendaki”

-Penulis-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ 8 Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
< Ha’ H ( ba%vah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D da
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R er
J za Z zet
o Sin S es
B= Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
a ™ 3 ( bagwah)
s Dad D de (dengan titik di
bawah)
, te (dengan titik di
- Ta i bawah)
L 72 z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Ain ¢ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
] Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
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U Nun N en
3 Waw W \W
° Ha’ H Ha
e Hamzah ¢ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah
33 xla Ditulis muta’addidah
Bac Ditulis ‘iddah
Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
isa Ditulis hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h

BRPNEFRES | ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbGtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah, maka

ditulis t atau h

kil 385 ditulis Zakah al-Fitri
Vokal Pendek
1 | e Fathah Ditulis a
2 | e Kasrah Ditulis i
3 - Dammah Ditulis u
Vokal Panjang
Fathah + alif 5
1 . Ditulis o
Oluaaial istihsan
Fathah + ya’ mati 3
2 Ditulis -
] unsa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis i




ar S karim
Dammah + wawu mati il
o Ditulis .
vy A Sfuriid
Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
) Ditulis .
oSi bainakum
Fathah + wawu mati au
: Ditulis
Jé qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

i ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
Al Ka oY ditulis la'in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya
Ol Al ditulis Al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya

o Luail) ditulis an-Nisa’
Al ditulis ar-Risalah
Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
sl Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi
A3l Ja) Ditulis Ahl as-Sunnah
Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,

seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.
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Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan
sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

asa ol Glaa ) Aﬁ)\‘wg
Uilbae § cilisen cpag Uil gy (o dlly dgady o jiitiani g Adatical g s2end 4l daad) ()
A oo M Al (g Ad Juaa Db ) 0ag (e
A gy odslrana oo gl s Al Ly Y odng A ) AN Y o g
Al Gaaal dpaal g Al e g a2 U Ao & g alug Jua agll
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, di mana tiap
anggota masyarakatnya diberikan posisi yang setara di bawah pandangan hukum,
yang sering dikenal sebagai prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality
Before the Law). Maka dari itu, setiap individu dianggap sama dan tidak ada
perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit, agama, budaya, status sosial-
ekonomi, atau perbedaan lainnya dalam menerima bantuan hukum.* Pada Pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara
memiliki posisi yang setara dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.?

Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa menyelesaikan perkara baik di
tahap kepolisian maupun di tahap pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit,
mulai dari biaya perkara, panjar, visum adrevertum jika pada kasus pidana yang
melibatkan fisik dan lain sebagainya, belum lagi masyarakat juga harus membayar
biaya advokat yang tidak sedikit untuk membantunya melewati proses tersebut.
Biaya ini seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat
miskin.

Pada tahun 2023, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen
mencapai 196.000 jiwa atau sekitar 16,41 persen dari total populasi 1.399.976 jiwa.
Hal ini menempatkan Kebumen sebagai Kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah,
saling susul menyusul dengan Kabupaten Wonogiri.® Melihat kenyataan ini, DPRD
Kabupaten Kebumen Bersama dengan Gubernur merasa penting untuk membuat
progam Bantuan hukum di Kebumen dengan akhirnya menerbitkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang

! Ramly Hutabarat, Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the Law) (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985), him 34.

2 Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

% Tim Penyusun Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2023, Kabupaten Kebumen Dalam
Angka 2023 (Kebumen: CV. Retsmart Grafindo, 2022).



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bantuan hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu
golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya
disebut UU Bantuan Hukum), yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa
hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum yang mengalami masalah hukum.* Pelaksanaan
pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan langkah
untuk merealisasikan hak-hak konstitusional dan sekaligus sebagai bentuk
implementasi dari konsep negara hukum yang mengakui, melindungi, dan
menjamin hak-hak warga negara dalam mengakses keadilan (access to justice) serta
kesetaraan dalam menghadapi hukum (equality before the law).

Bantuan hukum juga merujuk pada layanan hukum (/egal service) yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak
konstitusi tersangka atau terdakwa mulai dari penahanan hingga dikeluarkannya
putusan pengadilan yang final. Pemberian bantuan hukum dapat terjadi baik dalam
konteks litigasi maupun non-litigasi. Dalam ranah litigasi, bantuan hukum
diberikan oleh penyedia bantuan hukum di pengadilan melalui pendampingan,
perwakilan, atau pembelaan. Sementara itu, dalam konteks non-litigasi, bantuan
hukum diberikan di luar pengadilan melalui pemberian nasehat hukum.’
Perlindungan dan pembelaan hukum diarahkan pada hak tersangka atau terdakwa
untuk mencegah perlakuan tidak patut atau tindakan sewenang-wenang dari aparat
penegak hukum, bukan untuk membenarkan kesalahan yang mungkin dilakukan

oleh mereka.®

4 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

5 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2013.

6 Andi Ferry M., “Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan
Kesetaraan Dimuka Hukum,” n.d., Diakses 21 September 2024 2024,
https://jabar. kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang- no-16-tahun-2011-



Ketersediaan akses terhadap keadilan adalah aspek paling fundamental
dalam suatu negara berdasarkan hukum. Tanpa adanya akses keadilan, hak-hak
masyarakat tidak terlindungi, partisipasi dalam menyuarakan pendapat terhambat,
dan kesetaraan di mata hukum pun terancam. Oleh karena itu, pemerintah
diharapkan terus mendorong hak untuk setiap individu, termasuk kelompok rentan,
dalam mendapatkan akses keadilan yang setara dan memperkuat komitmen untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan layanan yang adil,
transparan, efektif, dan tanpa diskriminasi, serta bertanggung jawab, untuk
mendorong akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Jika prinsip
keadilan ini tidak dijunjung, dampaknya akan meluas ke dalam bentuk kemiskinan,
penderitaan, dan perpecahan yang lebih luas. Terutama, masyarakat yang kurang
mampu sangat membutuhkan bantuan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-
hak mereka.

Orang yang diartikan miskin atau tidak mampu dalam konteks hukum
merujuk kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan,
terpencil, dan/atau rentan dari segi sosial dan ekonomi. Kriteria-kriteria yang
diterapkan meliputi: Pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
dasar minimal, Keterbatasan dalam keterampilan kerja, kendala dalam mengakses
layanan sosial dasar, Keterbatasan dalam mengakses pasar kerja, modal, dan usaha.’

Tantangan untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas layanan
bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sangat nyata. Namun,
seiring dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam
menyediakan layanan bantuan hukum, adanya partisipasi pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan layanan ini menjadi suatu keharusan. Peran pemerintah daerah
terutama terkait pelaksanaan, alokasi anggaran, dan sosialisasi menjadi sangat

penting.

tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang- mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-
negara-bagi-keadilan-dan- kesetaraan-dimuka-hukum.

7 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.



Partisipasi dan kesadaran pemerintah daerah dalam memenuhi hak
konstitusional warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum telah terlihat di
beberapa provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan Peraturan Daerah
(Perda) tentang Bantuan Hukum. Namun, pada umumnya, perda-perda ini masih
mengacu sepenuhnya pada mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan belum mampu mencakup kebutuhan yang
lebih luas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum.
Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah ini juga tidak terlepas dari
berbagai kendala. Penting untuk diakui bahwa ada berbagai faktor penghambat
yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Dengan adanya Penerbitan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, membuat hak-hak warga
miskin dalam mengakses keadilan dapat terjamin. Kehadiran peraturan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Kebumen
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

Adapun Peraturan Bupati yang merupakan terusan dari Peraturan Daerah
mengenai Bantuan Hukum merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
mengenai Kriteria dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Penyaluran
Dana Bantuan Hukum. Kedua peraturan hukum ini masih menekankan bahwa
rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan pengalokasian
dana untuk layanan bantuan hukum akan diatur melalui Peraturan Daerah.

Kurang proaktifnya pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan
hukum, kurangnya integritas dan moralitas para pemberi bantuan hukum,
kurangnya partisipasi masyarakat baik di tahap penyusunan maupun tahap
implementasi kebijakan pemberian bantuan hukum, terbatasnya lembaga bantuan
hukum yang teraakreditasi di Kabupaten Kebumen, kurangnya sosialisasi terhadap
masyarakat, terbatasnya anggaran dana, ataupun rumitnya birokrasi yang ada

membuat pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi terhambat.



Selain itu, ketidakpahaman masyarakat terhadap Bantuan Hukum secara
cuma-cuma masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyediaan
Layanan Bantuan Hukum, ditambah minimnya pengetahuan mereka mengenai
hukum itu sendiri. Sikap kurang perhatian terhadap hal-hal di luar pekerjaan rutin
mereka juga ikut menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Pola pikir yang telah berkembang di masyarakat
sering kali menganggap bahwa bantuan hukum hanya bisa diperoleh dengan
membayar, sehingga banyak yang enggan mencari bantuan hukum. Akibatnya,
ketika mereka menghadapi masalah hukum, banyak yang memilih untuk tidak
berbicara atau mencari bantuan, dan hak mereka untuk didampingi atau dibela oleh
penyedia bantuan hukum pun terabaikan.

Oleh sebab itu, dengan adanya kendala dan masalah di atas, serta berbagai
faktor penghambat lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam
mensukseskan progam layanan bantuan hukum, penting bagi penyusun untuk
melakukan penelitian mendalam dan analisis mengenai bagaimana implementasi
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum perspektif efektifitas hukum dan Maslahah
Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul berbagai permasalahan
yang memerlukan penelitian dan analisis yang lebih terperinci. Beberapa
permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten
Kebumen berdasar pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

2. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten
Kebumen ditinjau dari perspektif efektifitas hukum?

3. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten

Kebumen ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

b. Menganalisis dan mengkaji penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga
miskin di Kabupaten Kebumen ditinjau dari konsep efektifitas hukum.

c. Menganalisis penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di
Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman para pelajar dan mahasiswa
serta menjadi referensi umum mengenai peraturan daerah. Selain itu, penelitian
ini juga menghasilkan informasi berharga sebagai referensi dalam konteks

hukum Islam secara keseluruhan, terutama dalam aspek Maslahah Mursalah .

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan berharga pada masyarakat tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah serta memberi
wawasan pada pemerintah daerah dan kepala daerah supaya implementasi
peraturan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga menciptakan dampak positif
dalam pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang
membahas topik yang sama, termasuk skripsi, disertasi, tesis, dan karya akademik
lain yang berasal dari penelitian. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi

perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang



telah ada sebelumnya.® Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:

Pertama, Jurnal berjudul "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", yang disusun oleh Tri Astuti
Handayani, menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai upaya untuk memenuhi
hak asasi manusia, terutama bagi kelompok masyarakat paling terpinggirkan.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori keadilan bermartabat.® Sedangkan
penelitan penulis menggunakan perspektif efektivitas hukum dan Maslahah
Mursalah.

Kedua, skripsi berjudul "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di
Kabupaten Kerinci", yang disusun oleh Rizky Wijaya, mengulas mengenai
pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci dengan
perspektif teori keadilan sebagai kerangka analisis.!® Sedangkan objek penelitian
penulis adalah penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten
Kebumen dengan perspektif teori efektifitas hukum dan Maslahah Mursalah.

Ketiga, skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan
Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)", yang disusun oleh Sitti
Harni Djeni Saputri D, mengkaji tentang mekanisme hukum pidana terkait bantuan
hukum yang diberikan oleh advokat kepada tersangka tindak pidana pembunuhan
dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam sebagai landasan analisisnya.™

Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penyelenggaraan bantuan hukum di

& Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syaria’h dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2017), hlm. 3-4.

% Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif
Teori Keadilan Bermartabat,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1 (2016).

10 Rizky Wijaya, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Kerinci," Skripsi UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

11 Sitti Harni Djeni Saputri, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang
Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makassar )," Skripsi UIN Alaudin Sulawesi Selatan, (2015).



daerah kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori efektifitas hukum dan
Maslahah Mursalah.

Keempat, Skripsi berjudul "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-hak
Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu", yang ditulis oleh Ahmad Shaleh.
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada
terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu dengan perspektif teori keyakinan
hukum dan logika hukum.?Sedangkan penelitian penulis terfokus pada
penyelenggaraan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen dengan
perspektif teori efektifitas hukum dan Maslahah Mursalah.

Kelima, jurnal berjudul “Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum
oleh Pemerintah Daerah” yang disusun oleh Evi Risnawati, Muhammad Jufri Dewa
dan Guasman Tatawu. Penelitian mengkaji alokasi anggaran bantuan hukum oleh
pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dengan pendekatan hukum mengacu pada undang-
undang serta pendekatan konseptual.®*Sedangkan penelitian penulis terfokus pada
efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen perspektif
Maslahah Mursalah.

Keenam, Jurnal berjudul “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi
Lampung” yang disusun oleh Fathoni dan Yesi Riantika Fx. Sumarja . Penelitian ini
berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi
Lampung dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. ** Sedangkan penelitian

penulis berfokus pada penyelenggaraan bantuan hukum di Kebumen.

12 Ahmad Saleh, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana
Pembunuhan Di Tulehu," Skripsi IAIN Ambon, (2020).

13 EBvi Risnawati dkk., “Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh
Pemerintah Daerah,” Jurnal Halu Oleo Legal Research , Vol 3, No. 1 (2021).

14 Fathoni, Yesi Riantika Fx. Sumarja, “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Lampung,” Jurnal
Hima Han, Vol. 5, No. 2 (2018).



Ketujuh, jurnal berjudul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu” yang
ditulis oleh Fauzan. Penelitian ini berfokus pada bantuan hukum yang diberikan
oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan
pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data.’®
Sedangkan penulis menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah.

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Penyelenggaraan dan Peranan Bantuan
Hukum di Indonesia” yang disusun oleh Solikin dkk. Penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengkaji regulasi hukum nasional terkait bantuan hukum dengan pendekatan
normatif.’** Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada efektifitas
penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten kebumen .

Kesembilan, jurnal berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo” yang disusun oleh
Irwansyah Reza Muhammad, Rusly Abudurrahman Idji, Riska Napu. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk mengkaji regulasi hukum nasional terkait bantuan hukum
dengan pendekatan normatif.'’ Perbedaan penelitian terletak pada substansi
penelitian. Sedangkan penulis terfokus kepada penyelenggaraan bantuan hukum di
Kabupaten kebumen ditinjau dari perspektif efektifitas hukum dan Maslahah
Mursalah.

Kesepuluh, jurnal berjudul “Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama
Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah
Daerah (Fulfilment Of Right To Equality Before The Law Providing Legal Aid From
Regional Government (Study of Legal Aid In South Sumatera)” yang disusun oleh

Kurnia Saleh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali landasan pemberian

15 Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui
Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” Jurnal limiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi
Dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2 (2017).

18 Solikin dkk, “Penyelenggaraan Dan Peranan Bantuan Hukum di Indonesia,” Collegium
Studiosum Journal 2, no. 1 (2019).

17 Irwansyah Reza Muhammad, Rusli Abudurrahman Idji, and Riska Napu d, “Urgensi
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo,”
Jurnal Akademika, Vol. 9, No. 1 (2020).
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bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dengan
pendekatan yuridis normatif.®® Sedangkan penelitian penulis terfokus pada
penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen ditinjau dari teori
efektifitas hukum dan Maslahah Mursalah.
E. Kerangka Teoretik
1. Efektifitas Hukum

Asal usul kata "efektivitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang
berarti berhasil guna.”® Dalam kamus umum bahasa Indonesia, efektivitas
didefinisikan sebagai sebuah keterangan yang mengacu pada ukuran hasil tugas
atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.?’ Dari definisi tersebut, dapat dipahami
bahwa efektivitas merupakan elemen utama dalam mencapai sasaran atau tujuan
dari suatu organisasi atau entitas yang telah ditentukan sebelumnya, terkait dengan
berbagai kegiatan atau program.

Membahas mengenai efektivitas hukum, memiliki kaitan erat dengan
kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif pada umumnya adalah
yang telah sebelumnya ditetapkan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila diimbangi dengan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat yang berdampak pada tujuan dan pelaksanaan hukum untuk
mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan mengatasi ketidakaturan. Jika suatu
peraturan hukum diikuti oleh mayoritas pihak yang menjadi target ketaatannya,

maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum tersebut efektif.?

18 Kurnia Saleh, “Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah (Fulfilment Of Right To Equality Before
The Law Providing Legal Aid From Regional Government (Study of Legal Aid In South Sumatera),”
Sol Justicia 5, no. 1 (2022).

19 John Echol dan hasan sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1997),
hlm. 207.

20 Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Surabaya: PT. Indah, 1995), him. 742.

2L H. S. Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.
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Menurut Soerjono Soekanto, masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap
kaidah-kaidah hukum pada umumnya adalah faktor penting dalam mengukur
efektivitas suatu penerapan dalam hukum. %

Kesadaran dan ketaatan hukum saling berpengaruh dan berkaitan erat dalam
menentukan efektivitas pelaksanaan hukum atau produk hukum dalam masyarakat.
Biasanya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi akan
mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain,
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mengakibatkan rendahnya
tingkat kepatuhan terhadap hukum. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan
William Chamblish dan Robert B. Seidman bahwa operasi hukum dalam
masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan personal yang melibatkan
seluruh proses.?

2. Maslahah Mursalah

Teori kedua yang diterapkan oleh penulis adalah Maslahah Mursalah,
yang berlandaskan pada prinsip Syari’at dengan tujuan menghadirkan kebaikan
bagi kehidupan manusia. Secara bahasa, maslahah berarti manfaat, faedah, sesuatu
yang baik, dan indah.** Sementara itu, dalam terminologi, maslahah merujuk pada
tindakan yang mendorong kebaikan serta mencegah keburukan bagi manusia.>

Maslahah, jika ditinjau dari tujuan syariat dalam menetapkan hukum,
dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: Pertama, Maslahah Dharuriyah,
yaitu kebutuhan mendasar dalam kehidupan yang mencakup lima aspek utama:
agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kedua, Maslahah Hajiyah, yaitu
kepentingan yang berfungsi untuk mempermudah dalam menghadapi kesulitan.

Biasanya, maslahah ini diterapkan dalam hukum rukhshah, seperti kebolehan

22 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Bandung: Rajawali Press, 2013), hlm.
375.

2 William J Chambliss dan Robert B Seidman, Law, Order, and Power (Addison: Wesley
Reading, 1972), him. 9.

24 Ramli, Mugaramah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999) hlm. 157.

25 Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Hamzah,
2005) hlm, 204.
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melaksanakan shalat qashar bagi seorang musafir. Ketiga, Maslahah Takmiliyah,
yaitu maslahah yang bertujuan menyempurnakan aspek kehidupan manusia,
termasuk harga diri, kemuliaan, akhlak, serta nilai-nilai kebaikan dalam adat
istiadat.®

Maslahah, jika ditinjau dari keselarasan dan kesesuaian akal dengan
tujuan syariat, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) Maslahah
Mu'tabarah (3,824 4sladll) yaitu maslahah yang diakui dan diperhitungkan oleh
syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hak perwalian
terhadap anak yang belum dewasa. (2) Maslahah Mulghah (3lldl 4aladll) yaitu
maslahah yang dianggap baik menurut akal, tetapi tidak diakui oleh syariat.
Contohnya adalah anggapan bahwa perempuan berhak mendapatkan warisan yang
sama dengan laki-laki atas dasar emansipasi, yang tidak sesuai dengan ketentuan
syariat. (3) Maslahah Mursalah (4l <l 4sladll) yaitu maslahah yang dinilai baik
oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat, tetapi tidak ada dalil khusus dalam
syariat yang secara eksplisit mengakuinya maupun menolaknya. Dalam pandangan
Allah SWT, hal ini tidak selalu dibenarkan, karena maslahat yang terkandung di
dalamnya masih diragukan kebenarannya.?’

Berdasarkan pengertian maslahah mursalah, terdapat beberapa aspek
yang menjadi hakikatnya, yaitu:
a. Sesuatu yang dinilai baik menurut akal, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut
dapat membawa manfaat serta mencegah kemudaratan.
b. Sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
c. Tidak terdapat dalil khusus dalam syariat yang secara eksplisit mengakui ataupun
menolaknya.*

Sejalan dengan hakikat maslahah mursalah, Imam Malik dan Imam Al-

Ghazali lebih mengutamakan upaya mencegah keburukan daripada sekadar

26 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Tkhlas, 1993) hlm, 157.
27 Ibid,. hlm.167.

28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh: Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008) hlm, 345-346.



13

memperoleh kebaikan.? Prinsip ini sesuai dengan kaidah ushul figh: atie sulial) ¢ 2
llad) la A yang berarti "Mencegah kerusakan atau kemudaratan lebih
didahulukan daripada meraih manfaat."3°
Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa teori Maslahah

Mursalah jika dikaitkan dengan penelitian ini ialah adanya penyelenggaraan
bantuan hukum gratis di Kebumen seharusnya mendatangkan kebaikan kepada
semua pihak, baik dari penerima bantuan hukum yaitu Masyarakat miskin ataupun
dari pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, dan jika dilihat dari
tempat dilarangnya kehujjahan dari Maslahah Mursalah hanya dalam persoalan
ibadah, dan penyelenggaraan bantuan hukum bukan dari bagian ibadah, maka
penggunaan kehujjahan Maslahah Mursalah diperbolehkan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), di mana
data dikumpulkan dan diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan fakta-fakta akurat dan sistematis mengenai keadaan
obyek yang sedang diteliti.>* Hasil dari penelitian ini berupa gambaran obyektif
mengenai keadaan aktual dari obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini
dilaksanakan di lingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Kebumen, Pengadilan
Agama dan Pengadilan Negeri Kebumen, serta di Kecamatan Kuwarasan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik, yang artinya data

dikumpulkan sesuai dengan realitas yang ada. Selanjutnya, data tersebut diolah,

2 Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Hamzah,
2005) hlm, 210.

30 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 2005) hlm,
10.

31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 164.
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disusun, dan dianalisis guna memberikan gambaran tentang masalah yang tengah
dihadapi.*
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui analisis Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengamati implementasi
Peraturan Bupati tersebut dari perspektif Maslahah Mursalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diincar dalam penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan
bantuan hukum untuk penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dari sudut pandang
Maslahah Mursalah. Data ini dikumpulkan melalui beberapa metode pengumpulan
data berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh
penulis untuk mendapatkan informasi lisan dengan berinteraksi langsung dan tatap
muka dengan individu yang memberikan informasi kepada peneliti.** Jenis
wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, di
mana penulis memiliki kebebasan untuk melakukan wawancara dengan tetap
merujuk pada catatan-catatan mengenai poin-poin pertanyaan yang ingin diajukan.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah
Kabupaten Kebumen, Posbakum Pengadilan Agama dan Negeri Kabupaten
Kebumen, serta penduduk Kecamatan Kuwarasan. Pemilihan Kecamatan
Kuwarasan sebagai lokasi wawancara dengan alasan bahwa kecamatan ini
merupakan kecamatan berkembang dimana penduduknya mulai berkembang dari

penduduk yang masih sangat tradisional menuju penduduk yang lebih modern serta

32 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 20.

33 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 30.
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terletak di bagian barat Kabupaten Kebumen dan memiliki akses yang cukup jauh
dari pusat Kebumen.
b. Observasi
Teknik observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala
yang tampak pada objek penelitian secara sistematis. Penulis melakukan observasi
dengan mengamati secara langsung bagaimana pemerintah mengimplementasikan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Observasi ini dilaksanakan di lingkungan kantor
pemerintahan Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen,
Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen dan beberapa desa yang terletak di
Kecamatan Kuwarasan.
c. Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi dengan menginvestigasi data tertulis,
seperti buku, majalah, catatan dokumentasi, peraturan tertulis, notulensi rapat,
catatan harian, dan materi sejenis.**
5. Analisis Data
Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah
menganalisis data secara kualitatif menggunakan metode induktif. Metode induktif
ini melibatkan pemikiran untuk menyimpulkan dari prinsip atau pendapat khusus
ke arah pandangan yang lebih umum.®
G. Sistematika Pembahasan
Struktur pembahasan telah diatur dalam beberapa bab dengan sub-bab
tertentu. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam
memahami alur penelitian. Oleh karena itu, penulis telah merancang sistematika

penelitian ini dengan membaginya menjadi beberapa bab, yang antara lain:

34 J Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1994), him. 34.

35 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 36-37.
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Bab Pertama: Pendahuluan memberikan gambaran umum dan latar
belakang mengenai tema penelitian. Bagian ini terdiri dari: a) latar belakang
masalah, b) rumusan masalah, ¢) tujuan dan manfaat penelitian, d) telaah pustaka,
e) kerangka teoretik, f) metodologi penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Mengulas tentang dasar-dasar teori efektivitas hukum dan
Maslahah Mursalah.

Bab Ketiga: Memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Kebumen,
pembahasan mengenai Pemerintahan Kabupaten Kebumen, serta implementasi
Bantuan Hukum di Kabupaten Kebumen.

Bab Keempat: Menganalisis perspektif teori efektivitas hukum dan
Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bab Kelima: Penutup mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Bagian
kesimpulan merangkum jawaban terhadap rumusan masalah yang telah
diidentifikasi serta poin-poin penting dari penelitian. Sementara itu, rekomendasi

berupa tanggapan penyusun terhadap hasil penelitian yang disajikan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui  pembahasan yang telah diuraikan, Penyusun

menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1.

Implementasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 tahun 2021
tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bantuan hukum
belum sepenuhnya maksimal. Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi
oleh pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, Lembaga bantuan
hukum, pengadilan, maupun masyarakatnya itu sendiri. Mulai dari
penertiban advokat yang masih melakukan diskrimanasi kepada
Masyaraka, penambahan jumlah anggaran bantuan hukum oleh
pemerintah, integritas dari Lembaga bantuan hukum, maupun
kesadaran Masyarakat akan Progam penyelenggaraan bantuan hukum
yang nantinya bisa membantu mereka terutama Masyarakat miskin
untuk memperoleh keadilan.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok
orang miskin di Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum berjalan efektif. Hal ini bisa
ukur dengan lima faktor yang dijadikan indikator dalam menilai
efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam
penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum, yaitu faktor kaidah
hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas),
budaya setempat, serta tingkat pengetahuan masyarakat. Adapun dari
faktor peraturannya itu sendiri masih terdapat beberapa aturan yang

dinilai masih perlu adanya evaluasi, seperti prosedur pencairan dana
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bantuan hukum yang masih terkesan rumit dan kurang efisien,
ketentuan pendanaan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum
terlalu kecil dan tidak sesuai keadaan riil dilapangan yang banyak
dikeluhkan oleh lembaga bantuan hukum, serta ketentuan terkait dana
bantuan hukum yang hanya bisa diklaim setelah proses bantuan
hukum selesai dilaksananakan. Faktor penghambat lainya adalah dari
sisi penegak hukum. Kurangnya jumlah Lembaga bantuan hukum
yang terakreditasi, serta kurangnya integritas, moralitas, idealisme
dan profesionalitas advokat. Faktor masyarakat juga turut
berpengaruh dimana masih kurangnyapemahaman masyarakat
terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan,
sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan
hukum, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi layanan
bantuan hukum dari Pemerintah yang belum sepenuhnya dapat masuk
ke lapisan masyarakat. Faktor Anggaran dana Pemkab Kebumen
untuk sektor bantuan hukum yang masih terlalu kecil dibanding sektor
Pendidikan maupun Kesehatan juga turut berpengaruh dalam
perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum. Dari berbagai faktor
penghambat layanan bantuan hukum tersebut sehingga sampai saat
masih sedikit sekali pendaftar Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten
Kebumen, meskipun dari tahun ke tahun jumlahnya semakin
berkembang.

. Penyelenggaraan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat miskin di
Kabupaten Kebumen tentunya benar-benar harus diawasi, evaluasi,
dan diadakan perbaikna-perbaikan kedepanya, supaya progam ini
benar-benar menjadi maslahah, bukan justru berbalik menjadi
mudarat . Jika dilihat dari aspek kekuatan dalilnya, progam ini
termasuk kepada maslahah dzaniyah karena tidak ditemukan dalil
yang secara ekplisit dan jelas dalam redaksi nash, baik Al-Quran
maupun Hadits, tetapi ditemukan dalil yang secara implisit mengarah

kesana, seperti kewajiban membantu orang miskin ataupun dalil
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tentang pemerintah yang harus adil dan mebuat kebijakan sesuai
dengan kemaslahatan rakyatnya. Jika dilihat dari aspek
kepentinganya, progam ini masuk kepada maslahah hajiyah karena
progam ini berusaha membantu Masyarakat miskin untuk
mendapatkan akses kepada keadilan secara layak. Progam ini hanya
menjadi alternatif pembantu dimasa sekarang yang ditempuh oleh
Pemerintah untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum warganya
supaya warga bisa mendapatkan hak-hak atau kebutuhan-kebutuhan
pokoknya (Kebutuahan daruri). Hal pokok yang justru harus
diperhatikan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana
menuntaskan kemiskinan dan penegakan hukumnya itu sendiri. Dari
aspek cakupanya, maka progam penyelenggaraan bantuan hukum
gratis masuk kepada maslahah kulliyat karena progam ini berdampak
kepada banyak Masyarakat, mulai dari Masyarakat miskin, para
advokat dalam naungan Lembaga bantuan hukum, maupun kepada
pihak-pihak yang berhubungan dengan masyarakat miskin maupun
Lembaga bantuan hukum dalam lingkungan dan kehidupan sehari-
harinya.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah disampaikan

sebelumnya, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Dalam hal Peraturan Bupati itu sendiri perlu adanya peningkatan
keterlibatan masyarakat baik dari tahap perumusan maupun tahap
implementasi dilapangan serta adanya evaluasi terhadap pasal yang dinilai
masih kurang pro dengan pemberi bantuan hukum maupun masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan bantuan hukum, perlu adanya peningkatan sumber
daya manusia untuk mendorong meningkatnya jumlah Lembaga bantuan
hukum yang terakreditasi serta advokat yang semakin professional dan
berintegritas dalam melayani masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam bidang hukum di
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Kebumen dan memberikan dana bantuan kepada akademisi atau praktisi
khususnya dalam bidang hukum di Kebumen, baik penelitian maupun
pengabdian di masyarakat.

. Perlu adanya peningkatan sosialisasi terhadap bantuan hukum gratis.
Pemerintah dapat meningkatkan Kerjasama dengan organisasi masyarakat
dalam hal sosialisasi untuk memastikan sosialisasi dapat menembus
berbagai lapisan masyarakat yang ada dibawah.

. Meningkatkan jumlah anggaran untuk bantuan hukum di Kabupaten
Kebumen yang masih relatif kecil disbanding dengan jumlah masyarakat
miskin yang berperkara di pengadilan.

. Dalam hal pelayanan, penulis berharap kedepan pemerintah membuat
aplikasi khusus untuk bantuan hukum. Di dalamnya dapat berisi fasilitas
konsultasi gratis langsung dengan para advokat yang terdaftar, informasi
mengenai kuota bantuan hukum gratis di Kebumen yang masih tersisa, fitur
pencarian advokat terdekat, pembuatan dokumen hukum otomatis dan
fasilitas lainnya yang dapat menunjang pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat. Aplikasi semacam ini diaharapkan kedepan masyarakat tidak
perlu repot datang ke pos bantuan hukum untuk mendapatkan informasi
terkait bantuan hukum, Serta dengan adanya aplikasi ini, masyarakat juga
bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum
oleh pemerintah maupun oleh pemberi bantuan hukum yang ada di
Kebumen. Jika pembuatan aplikasi dirasa masih sulit, pemerintah kebumen
dapat bekerjasama dengan developer aplikasi hukum yang sudah berjalan di

Indonesia seperti hukumonline.com dan sebagainya
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